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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. LatarxBelakang 

 
Perkembangan hukum administrasixnegara telah berkembangxdalam 

suasana manakalaxpihak Pemerintah mulaixmenata masyarakat danxdalam 

kaitan ituxmenggunakan sarana hukum, sepertixmenetapkan keputusan- 

keputusanxlarangan tertentu atauxdengan menerbitkan sistem-sistem 

perizinan.
1
Konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, dengan munculnya konsep negara hukum modern dengan menempatkan 

pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan 

rakyatnya. Adanya unsur “peradilan administrasi dalam pemerintahan” pada 

konsep rechstaat, dan ketiadaannya pada konsep rule of law merupakan 

perbedaan yang sangat mendasar dari kedua konsep negara hukum ini. 

Keberadaan peradilan administrasi dalam konsep rechstaat ini dilatarbelakangi 

oleh kewenangan pemerintah dalam menormakan segala peraturan dalam 

bentuk peraturan perundang- undangan, maka disediakan peradilan 

administrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan.  

Salah satuxketentuan yang diaturxdalam Undang- UndangxPeradilan 

Tata UsahaxNegara yaitu mengaturxtentang kompetensi absolutxdan 

kompetensixrelatif. Berdasarkan defenisi, kompetensi absolut adalah 

kompetensi badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara 

mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, sedangkan kompetensi 

                                                           
1
 Philipus M. Hadjon, et. Al, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Madah 

University Press, Yogyakarta, hlm 29. 
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relatif adalah sesuai dengan asas actor seguitir forum rei artinya yang 

berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat.
2
 

Kewenanganxabsolut dari pengadilanxdi lingkunganxPeradilan Tata 

UsahaxNegara diatur dalamxPasal 47 Undang- UndangxNomor 5 Tahun 

1986xyang menentukan bahwaxPengadilan bertugasxdan berwenang 

memeriksa, memutus danxmenyelesaikan sengketa TataxUsaha Negara. 

Penggunaanxwewenang oleh PejabatxTUN merupakanxpersoalan 

yuridisxyang krusial dalamxPeradilan Tata UsahaxNegara, hal inixberkaitan 

dengan tolakxukur untuk mengujixkeabsahan suatu KeputusanxTata Usaha 

Negarax(KTUN). Menurut Philipus M. Hadjonxmengatakan bahwaxtolak ukur 

untukxmenentukan keabsahan suatuxKTUN yaitu dapatxdilihat dari 3 

segixyaitu prosedur, substansixdan wewenangnya.
3
Setiap sengketa Tata 

Usaha Negara yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara selalu dimulai 

dengan diajukannya surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasanya dalam 

daerah  hukum pengadilan dimana tergugat  bertempat kedudukan.  

Dalam surat gugatan terdapat dua subjek yang bersengketa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu penggugat dalam hal ini orang atau badan 

hukum perdata dan tergugat dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.
4
 Setiapxorang atau 

badanxhukum perdata berhak mengajukan gugatan di pengadilan apabila orang 

                                                           
2
 Victor Vayed Neno, 2006, Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha 

Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 29. Sebagaimana dikutip oleh Sjachran 

Basah, 1989, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, 

Alumni Bandung, hlm 65. 
3
 Philipus M. Hadjon, et. al, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, hlm 324. 
4
 R. Wiyono, 2013, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, 
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atau badan hukum perdata mengalami kerugian atas suatu Keputusan Tata 

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

Beragamnya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh ditolak oleh 

pengadilan (Ius CuriaxNovit), hakim dianggap mengetahui dan memahami 

segala hukum, dan hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana 

yang harus diterapkan (toepassing) sesuai dengan materi pokok perkara yang 

menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara termasuk dalam 

hal kompetensi absolut dan kompetensi relative. 

Dalamxpraktik peradilan terdapatxtitik singgung kewenanganxabsolut 

(yurisdiksi) antaraxPeradilan Umum denganxPeradilan TataxUsaha Negara, 

karenaxkewenanganxkedua lingkunganxperadilan tersebut beradaxdi dalam 

1x(satu) genus hukumxyang sama, yaituxhukum perdata dalamxarti luas. 

Salahxsatu objek sengketaxtata usaha negaraxyang seringxdiajukan 

gugatan olehxseseorang atau badanxhukum perdata dixPengadilan Tata 

UsahaxNegara yaitu suratxpenetapan pemenang lelangxyang diterbitkan oleh 

Kelompok Kerja   Unit   Pelayanan Pengadaan  (POKJA ULP). Surat  

penetapan pemenang  lelang  berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor 54 

Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan oleh POKJA ULP  

yang telah diubah nomenklaturnya yakni Kelompok Kerja Pemilihan atau 

disebut Pokja Pemilihan setelah melalui proses pemilihan pemenang lelang 

yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.  

POKJAxULP merupakan Badanxatau Pejabat TataxUsaha Negara 

berdasarkanxhak dan kewajibannya yangxdiberikan oleh peraturanxpresiden 
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nomor 54xtahun 2010 dan perubahannyaxtentang pengadaan 

barang/jasa.xSurat penetapanxpemenang lelang yangxditerbitkan oleh 

pejabatxtata usaha negara, olehxpihak yang dirugikanxatas Keputusan 

TataxUsaha Negara tersebutxmengajukan pembatalan melaluixinstrumen 

penegakkan hukumxyaitu mengajukan gugatanxdi Pengadilan TataxUsaha 

Negara. Namun, dalam praktik peradilan terdapat putusan-putusan pengadilan 

terhadap gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tata usaha negara 

yaitu surat penetapan pemenang lelang bukan merupakan kompetensi absolut 

peradilan tata usaha negara, namun menjadi kompetensi Badan Peradilan 

Umum yaitu Pengadilan Negeri.  

Dari titik singgung kewenangan antara Peradilan Tata Usaha Negara 

dengan Peradilan Umum, terdapatxstudi kasus hukumxyang sering 

diajukanxgugatan oleh orang ataux Badan hukum perdataxdix Pengadilan 

Tata UsahaxNegara dengan objek sengketaxtata usaha negara yaitu penetapan 

pemenang lelang yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan 

Pengadaan (Pokja ULP) disetiap Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I). Dalam studi kasus perkara Tata Usaha 

Negara yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara dengan Nomor:41/G/2014/PTUN-Pbr yang diajukan oleh 

PT.TERAS ODELIA ALFIA selaku Penggugat melawan KETUA 

KELOMPOK KERJA (POKJA) III (TIGA) UNIT LAYANAN PENGADAAN 

(ULP) KABUPATEN BENGKALIS selaku Tergugat dan PT. TUAH 

AWANG LESTARI selaku Tergugat II Intervensi. 
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Dalamxsurat gugatan yangxdidaftarkan oleh Penggugat, objek 

gugatanxTata Usaha Negaraxadalah Surat PenetapanxPemenang Lelang 

Nomor: 105/E-PROC/ULP-POKJA 3/BKS/X/2014 tanggalx 08 Oktober 

2014, NamaxPaket Pekerjaan PembangunanxEmbung KecamatanxSiak Kecil, 

atasxnama pemenang PT. TUAH AWANGxLESTARI. 

Dalamxputusan Majelis Hakimxmemutus gugatan Penggugatxtidak 

dapatxditerima berdasarkan pertimbanganxhukum majelis hakimxyang 

menyatakan bahwaxoleh karena objekxsengketa merupakan tindakanxhukum 

perdata/ KeputusanxTata Usaha Negaraxyang jangkauannya melahirkanx 

tindakan-tindakan dalam hubunganxkeperdataan dimana semuaxrangkaian 

surat keputusanxTergugat yang dikeluarkanxdalam sengketa inixtidak dapat 

dipisah-pisahkanxyang berakhir kepadaxperjanjian (kontrak). 

MakaxMajelis Hakim berkesimpulanxbahwa Keputusan TataxUsaha 

Negara yangxmenjadi objek sengketaxtersebut meleburx(oplossing) dalam 

tindakanxhukum perdata (videxPasal 1 angkax9 Jo. Pasalx2 huruf a), dengan 

demikian secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk 

memeriksa, memutus dan mengadilinya, sehinggaxPengadilan Tata Usaha 

Negarax Pekanbaru harus menyatakanxtidak   berwenang   secaraxabsolut   

untuk   memeriksa   dan mengadilixperkara a quo. 

Berdasarkanxterdapat adanyaxtitik singgung kewenanganxabsolut antara 

PeradilanxTata Usaha Negaraxdengan Peradilan Umum, pertimbangan 

majelisxhakim ini yangxtelah diuraikan dixatas, Penulisxtertarik menganalisis 

secaraxnormatif yuridis denganxjudul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP 

SURAT PENETAPAN PEMENANG LELANG SEBAGAI OBJEK TATA 
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USAHA NEGARA DAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN (pada 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor; 41/G/2014/PTUN-

Pbr). 

B.  RumusanxMasalah 

  Berdasarkanxhal-hal yangxdiuraikan di atas, makaxdapat ditarik 

beberapaxrumusan masalah yangxakan menjadi intixdari pembahasanxdari 

penelitian inixsebagai berikut: 

1. ApakahxSurat  Penetapan  PemenangxLelang  yang  diterbitkanxoleh 

POKJA ULPxatau Pokja Pemilihanxsebagaimana telahxdiubah dalam 

PeraturanxPresiden Nomor 16xtahun 2018 tentangxPengadaan 

Barang/Jasa Pemerintahxmerupakan objek TataxUsaha Negara? 

2. Bagaimana titik singgung kewenangan absolut antara Peradilan Tata 

Usaha Negara dengan Peradilan Umum dalam objek sengketa TUN 

Surat Penetapan Pemenang lelang dan menjadi objek sengketa perdata 

pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 

41/G/2014/PTUN-Pbr 

C.   TujuanxPenelitian 

 Adapunxmaksud dari penelitianxini sebagai berikut: 

1. Untukxmenganalisis Surat Penetapanx Pemenang Lelang 

yangxditerbitkan oleh POKJAxULP atau PokjaxPemilihan sebagaimana 

telahxdiubah dalam PeraturanxPresiden Nomorx16 tahun 2018 

tentangxPengadaan Barang/Jasa Pemerintahxmerupakan objek TataxUsaha 

Negara? 
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2. Untukxmenganalisis Bagaimana titik singgung kewenangan absolut 

antaraxPeradilan Tata UsahaxNegara dengan PeradilanxUmum dalam 

objekxsengketa Tata UsahaxNegara Surat PenetapanxPemenang lelang 

danxmenjadi objek sengketaxperdata (pada PutusanxPengadilan Tata 

UsahaxNegara dengan Nomorx: 41/G/2014/PTUN-Pbr) 

D.   KegunaanxPenelitian 

1. Kegunaan Teoritis.xHasil dari penelitianxini diharapkan dapatxdigunakan 

untukxpengembangan pustakaxhukum yang berkaitan denganxHukum 

Administrasi negaraxkhususnya mengenai Hukum AcaraxPeradilan Tata 

UsahaxNegara. 

2. KegunaanxPraktis. Penelitian inixdiharapkan memberikan pengetahuan 

bagixpenulis sekaligus hasilxdari penelitian inixdapat menjadi pedoman 

danxacuan bagixyang akan melakukanxpenelitian serupa, sertaxbagi 

praktisixHukum  Acara   TataxUsaha  Negara   dalamxmenguraikan 

keabsahan suatuxKeputusan Tata UsahaxNegara. 

E.   Kerangka Teoritis 

Penulis dalam melakukan analisis terhadap  permasalahanxyang diangkat 

dalamxpenulisan ini menggunakanxteori-teori hukumxsebagai pisau analisis. 

MenurutxRonny Hanitijo kerangkaxteori disetiap penelitian haruslahxselalu  

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Halxini disebabkan 

adanyaxhubungan timbal balikxantara teori denganxkegiatan- kegiatan 

pengumpulanxdata, konstruksi data, pengolahanxdata dan analisisxdata.
5 

Pendapat inixdidukung oleh M. SollyxLubis bahwa, “landasanxteori adalah 

                                                           
5
 RonnyxHanitijo  Soemitro,  2009,  MetodologixPenelitian  Hukum  danxJurimetri,  Ghalia 

Indonesia, Jakarta,xhlm 41 
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suatuxkerangka pemikiran butir-butirxpendapat, teori, tesisxmengenai sesuatu 

kasusxatau permasalahanxyang dijadikan bahanxperbandingan, pegangan 

teoritis yangxmungkin disetujui ataupunxtidak disetujui yangxdijadikan 

masukan dalamxmembuat kerangka berpikirxdalam penulisan.
6
 

Adapun teorixhukum yang digunakanxPenulis sebagai pisaux analisis,  

sebagaix berikut: 

a. Teori NegaraxHukum 

  Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem 

ketatanegaraan dengan memiliki Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Darixketiga lembaga tersebutxeksekutif memiliki porsixperan dan wewenangxyang 

paling besarxapabila dibandingkan denganxlembaga lainnya, olehxkarenanya 

perlu adaxkontrol terhadap pemerintahxatau adanya checkxand balances. 

Untuk mengontrolxkekuasaan eksekutif tersebutxdiperlukan lembaga 

yudikatifxatau kehakiman. Berkaitanxdengan kekuasaan kehakimanxdalam 

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang- Undang No. 4xTahun 2004 

menyatakan bahwaxkekuasaan kehakiman dilaksanakanxoleh sebuah 

MahkamahxAgung dan badan-badanxperadilan yang beradaxdi bawahnya 

dalamxlingkungan peradilan umum,xlingkungan peradilanxagama, lingkungan 

peradilanx militer,  lingkungan  Peradilanx Tata  Usaha Negaraxdan oleh 

sebuahxMahkamah Konstitusi.
7
 

Sebagai negaraxyang berdasarkan atasxhukum (rechtsstaat) 

tentunyaxtindakan dari pemerintahxtersebut harusxberdasarkan ketentuan 

hukumxyang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan 

                                                           
6
 M.xSolly Lubis, 1994, FilsafatxIlmu dan Penelitian,xMandar Maju, Bandung,xhlm 80. 

7
 PelaksanaanxPutusan Pengadilan TataxUsaha Negara SebagaixKepatuhan HukumxDalam 

Bernegarax(tanggal 2 Maretx2013)http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan- 

putusan pengadilan-tata.html 

http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan%20pengadilan-tata.html
http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan%20pengadilan-tata.html
http://iyan88simple.blogspot.com/2012/09/pelaksanaan-putusan%20pengadilan-tata.html
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pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap   tindakan   pemerintah itu   

harus   dapat menghasilkan perlindungan  bagi  kepentingan rakyat.
8
 Apabila 

tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka 

kepentinganxrakyat tidak semena-menaxdapat dikorbankan begitu 

saja.xDengan kewenanganxyang besar danxluas menimbulkan 

potensixpenyelewenangan seperti “abusexof power” dan “excessive power” 

sehinggaxdibutuhkan pengawasan yangxserius dalam hal ini.
9
  

Padaxzaman modern, konsepxNegara Hukum dixEropa Kontinental 

dikembangkanxantara lain olehxImmanuel Kant, Paul Laband, JuliusxStahl, 

Fichte, danxlain-lain dengan menggunakan istilahxJerman, yaituxrechsstaat. 

Adapunxdalam tradisi Anglo Amerika, konsepxnegara hukum 

dikembangkanxatas kepeloporan A.V.xDicey dengan sebutanxThexRule of 

Law. MenurutxJulius Stahl, konsepxNegara Hukum yangxdisebutnya dengan 

istilah Rechsstaatxitu mencakup empatxelemen penting, yaitu 
10

: 

1. Perlindungan hak asasi manusia; 

2. Pembagian kekuasaan; 

3. Pemerintahan berdasarkan Undang- Undang; 

4. Peradilan tata usaha negara. 

                                                           
8
 PrildyxNataniel Boneka, 2014,xtinjauan hukum putusanxptun dalam rangkaxeksekusi putusan 

yangxtelah memperoleh kekuatanxhukum tetap, Jurnal,xLex Administratum, Vol.xII/No.2, hlm 

142 
9
http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelak

sanaan-putusan-ptun-danotonomi-daerah-sebagai-wujud  

supremasihukum&catid=58:artikelpengadilan&Itemid=142x(2 Maretx2013). 
10

 Stahl, Juliusxdalam Jimly Asshiddqie,x2011, Konstitusix& KonstitualismexIndonesia, Cet.   

2,SinarxGrafika, Jakarta,xhlm 125 

http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaks
http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaks
http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksana
http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksana
http://www.ptunmataram.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=132:pelaksanaan-putusan-ptun-danotonomi-daerah-sebagai-wujud%20%20supremasihukum&catid=58:artikel
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Adapun A.V. Dicey menguraikanxadanya tiga cirixpenting dalam 

setiapxnegara hukum yangxdisebutnya dengan istilahxThe Rulexof Law, 

yaitu:
11 

1) Supremacyxof Law 

2) Equality before thexLaw; 

3) DuexProcess ofxLaw 

 

Selainxitu, oleh  “ThexInternational Commission ofxJurists”, prinsip 

negaraxhukum itu ditambahxlagi dengan prinsipx peradilan bebas danxtidak 

memihak (independencexand impartialityxof judiciary) yangxpada zaman 

sekarangxmakin dirasakanxmutlak diperlukanxdalam setiap negaraxdemokrasi.12 

Penjelasan teorixnegara hukum inixkembali lagixditegaskan Muhammad 

Yamin,xyang menyatakan Indonesiaxadalah Negara Hukumx(rechstaat, 

government of law) tempatxkeadilan Hukum tertulisxberlaku.13 Dalam Pasalx1 

ayatx(3) Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan,xbahwa “Negara 

Indonesiaxnegara hukum.” NegaraxHukum dimaksud adalahxnegara 

yangxmenegakan supermasi hukumxyang menegakan kebenaranxdan keadilan 

danxtidak adaxkekuasaan yang tidakxdipertanggungjawabkan.14  

Padaxmasa ini peradilanxbersifat tidak bebasxkarena pengadilan tidakxlepas 

dari pengaruhxkekuasaan eksekutif danxkekuasaan pembuatxUndang- Undang. 

Makaxkarena itu, semuaxperaturan pelaksanaanxmengenai peradilan 

                                                           
11

 Ibid. hlm. 126. 
12

 Ibid.xhlm. 127 
13

MuhammadxYamin, 1989, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia   

Indonesia,Jakarta, hlm 72 
14

 Majelis   PermusyawaratanxRakyat   RepublikxIndonesia,   2009,   MakalahxPanduan 

Pemasyarakatanx Undang-Undang Dasar Republikx Indonesia Tahun 1945, Sekertarisx Jendral 

MPRxRI, Jakarta,xhlm 46. 
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administrasixjuga bercorak peradilanxyang tidakxbebas. Keadaan tersebutxjelas 

merupakan penyimpanganxdari negara hukum berdasarkanxpancasila, dan 

bertentanganxdiantaranya dengan Pasalx1 Ayatx2, Pasalx5 Ayatx1, Pasal 7, 

Pasalx24 dan Pasalx25 Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagaixpelaksanaan dalam pasalx24 Undang-Undang Dasarx1945, 

dikeluarkanlahxUndang-Undang Nomor 14xtahun 1970 tentangxKetentuan- 

ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Kekuasan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: 

1)   PeradilanxUmum; 

2)   PeradilanxAgama; 

3)   PeradilanxMiliter; 

4)   Peradilan TataxUsaha Negara. 

Berkaitanxdengan keberadaan PeradilanxTata Usaha Negara 

denganxkonsep negara hukumx(rechtstaat), PTUN lahirxdari konsep 

NegaraxHukum. Berdasarkan konsepxNegara Hukum atau 

Negaraxberdasarkan atas hukumx(rechtstaat atauxthe rulexof law) 

yangxmengandung prinsip-prinsip asasxlegalitas, asasxpemisahan kekuasaan, 

danxasas kekuasaan kehakimanxyang merdeka, semuanyaxbertujuan untuk 

mengendalikanxnegara atauxpemerintah dari kemungkinanxbertindak 

sewenang-wenang atauxpenyalahgunaan kekuasaan.
15

 Dalamxpengertian 

konsep hukum, negaraxatau pemerintah (dalamxarti luas) harusxmenjamin 

                                                           
15

 SudiknoxMertokusomo, 2009, PenemuanxHukum, liberty, Yogyakarta,xhlm 40. 
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tertib hukum,  menjaminxtegaknya  hukum  danxmenjamin  tercapainya 

tujuanxhukum.
16

 

Penjelasanxteori negara hukumxhukum di atasxdigunakan oleh 

Penulisxuntuk menjadi pisauxanalisis terhadapxpermasalahan pertama, 

yaknixSurat Penetapan PemenagxLelang yangxditerbitkan olehxPOKJA ULP 

sebagaimanaxtelah diubah dalamxPeraturan Presiden Nomorx16 tahunx2018 

tentang PengadaanxBarang/Jasa Pemerintah yaknixKelompok Kerja 

Pemilihanx(PokjaxPemilihan) merupakan objekxTata Usaha Negara? 

b. Teori KepastianxHukum 

Selainxteori Negara Hukum, Penulisxjuga dalam melakukan 

penelitianxini menggunakan TeorixKepastian Hukum.xKepastian adalah 

perihalx(keadaan) yangxpasti, ketentuan atauxketetapan. Hukumxsecara hakiki 

harusxpasti dan adil,xKepastianxhukum merupakan pertanyaanxyang hanya 

bisaxdijawab secara normatif, bukanxsosiologi.
17

 

MenurutxKelsen, hukum adalahxsebuah sistemxnorma. Normaxadalah 

pernyataan yangxmenekankan aspek “seharusnya” atauxdas sollen, 

denganxmenyertakan beberapa peraturanxtentang apaxyang harusxdilakukan. 

Norma-norma adalahxproduk dan aksi manusiaxyang deliberatif. 

MenurutxUtrecht, kepastianxhukum mengandung dua pengertian, 

yaituxpertama, adanya aturanxyang bersifat umum membuatxindividu 

mengetahui perbuatanxapa yang bolehxatau tidak bolehxdilakukan, danxkedua, 

berupa keamananxhukum bagi individuxdari kesewenangan pemerintahxkarena 

denganxadanya aturan yangxbersifat umum ituxindividu dapat mengetahuixapa 
                                                           
16

 Tahir Azhary, 2010, NegaraxHukum, Bulan Bintang,xJakarta, hlm 63. 
17

 DominikusxRato,  2010,  FilsafatxHukum  Mencari:  Memahamixdan  MemahamixHukum,   

LaksbangxPressindo, Yogyakarta,xhlm 59. 
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saja yangxboleh dibebankan atauxdilakukan oleh Negaraxterhadap individu. 

Kepastianxhukum diwujudkan olehxhukum dengan sifatnya yangxhanya 

membuat suatuxaturan hukum yangxbersifat umum. Sifat umumxdari aturan- 

aturanxhukum membuktikan bahwaxhukum tidak bertujuanxuntuk 

mewujudkan keadilanxatau kemanfaatan, melainkan semata-mataxuntuk 

kepastian. 

Kepastianxhukum sangat diperlukanxuntuk menjamin ketentramanxdan 

ketertiban dalamxmasyarakat karena kepastian hukumxmempunyai sifat 

sebagaixberikut: 

1. Adanya paksaanxdari luar (sanksi) darixpenguasa yang bertugas 

mempertahankanxdan membina tataxtertib masyarakatxdengan 

peranxalat-alatnya 

2. SifatxUndang- Undang yang berlakuxbagi siapaxsaja 

Sedangkanxmenurut Sudikno Mertukusumo, kepastianxhukum 

merupakan sebuahxjaminan bahwa hukumxtersebut harusxdijalankan dengan 

caraxyang baik. Kepastianxhukum menghendakixadanya upaya 

pengaturanxhukum dalam perUndang- Undanganxyang dibuat olehxpihak yang 

berwenangxdan berwibawa, sehinggaxaturan-aturan ituxmemiliki aspekxyuridis 

yang dapatxmenjamin adanyaxkepastian bahwa hukumxberfungsi sebagai 

suatuxperaturan yang harusxditaati.
18

 

Penjelasanxteori kepastianxhukum dixatas digunakan oleh Penulisxuntuk 

menjadi pisauxanalisis terhadap titikxsinggung kewenangan absolutxantara 

Peradilan TataxUsaha Negara dengan PeradilanxUmum dalam objekxsengketa 

                                                           
18

 Asikin zainal, 2012, PengantarxTata Hukum Indonesia,xRajawali Press, Jakarta,xhlm 33. 
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Tata UsahaxNegara Surat PenetapanxPemenang lelang danxmenjadi objek 

sengketaxperdata (padaxPutusan Pengadilan TataxUsaha Negaraxdengan 

Nomor 41/G/2014/PTUN-Pbr) 

c. TeorixKewenangan 

Selainxteori negara hukumxdan teori kepastianxhukum, Penulis 

jugaxmenggunakan teori kewenanganxdalam mengkaji penelitianxini. Kata 

kewenanganxberasal dari kataxdasar wenang yangxdiartikan sebagai 

halxberwenang, hak danxkekuasaaan yang dipunyaixuntuk melakukan 

sesuatu.
19 Kewenanganxadalah apa yang disebutxkekuasaan formal, 

kekuasaanxyang berasal darixkekuasaan legislatif (diberixoleh Undang- 

Undang) atauxdari kekuasaan eksekutifxadministratif.   

Ateng  syafrudin berpendapat  ada perbedaan antara  pengertian  

kewenangan dan  wewenang.  Kita harusxmembedakan antara 

kewenanganx(authority,xgezag) dengan wewenangx(competence, 

bevoegheid). Kewenanganxadalah apa yangxdisebut kekuasaan 

formal,xkekuasaan yang berasalxdari kekuasaan yangxdiberikan olehxUndang- 

Undang, sedangkan wewenangxhanya mengenai suatu “onderdeel” 

atauxbagian tertentu sajaxdarixkewenangan. 

MenurutxIndroharto, wewenang diperolehxsecara atribusi, delegasi, 

danxmandat, yang masing-masingxdijelaskan wewenang yangxdiperoleh 

secara atribusi, yaituxpemberian wewenang pemerintahanxyang baru 

olehxsuatu ketentuan dalamxperaturan perundang- undangan, 

sedangkanxdelegasi yaitu pelimpahanxsuatu wewenang yangxtelah ada oleh 

                                                           
19

 TimxBahasa Pustaka, 1996.xhlm 128 
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Badanxatau Jabatan TUNxyang telah memperolehxsuatu wewenang 

pemerintahanxsecara atributif kepadaxBadan atau JabatanxTUN lainnya. 

Wewenangxyang diperolehxkarena delegasi selaluxdidahului oleh 

adanyaxsesuatu atribusi wewenang. Padaxmandat, disitu tidakxterjadi suatu 

pemberianxwewenang baru maupunxpelimpahan wewenang dari Badanxatau 

Jabatan TUN yangxsatu kepada yangxlain.
20  

Pendapat Indrohartoxsama dengan pendapatxPhilipus M.xHadjon, 

mengatakan bahwaxsetiap tindakan pemerintahan xdisyaratkan harus 

bertumpuxxatas kewenangan yangxsah yang berasal dari atribusi, delegasi 

danxmandat. Philipus Mx Hadjon pada dasarnya membuatx perbedaan 

antaraxdelegasi dan mandat. Dalamxhal delegasi mengenaixprosedur 

pelimpahannyaxberasal dari suatuxorgan pemerintahanxkepada 

organxpemerintahan yang lainnyaxdengan peraturanxperundang- undangan, 

denganxtanggung jawabxdan tanggung-gugat beralihxke delegataris. 

 Pemberixdelegasi tidak dapatxmenggunakan wewenang itu lagi, 

kecualixsetelah ada pencabutanxdengan berpegangxdengan asas 

”contrariusxactus” artinya, setiapxperubahan, pencabutanxsuatu 

peraturanxpelaksanaan perundang- undangan, dilakukanxoleh pejabat 

yangxmenetapkan peraturanxdimaksud, danxdilakukan dengan peraturanxyang 

setaraf atauxyang lebih tinggi. Dalamxhal mandat, prosedurxpelimpahan 

dalamxrangka hubunganxatasan bawahan yangxbersifat rutin. 

Adapunxtanggung jawab danxtanggung gugat tetapxpada pemberi 

                                                           
20

 Indroharto,x1993, Usaha MemahamixUndang-undang tentang PeradilanxTata Usaha Negara, 

PustakaxHarapan, Jakarta, hlmx68 
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mandat.xSetiap saat pemberixmandat dapat menggunakanxsendiri wewenang 

yang dilimpahkanxitu.
21

 

Teori kewenangan dikaitkan dengan keberadaan PTUN merupakan 

atribusi dari Undang- Undang melalui melalui Undang- Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian direvisi 

melalui Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  Nomor 5 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya direvisi lagi 

dengan  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraxyang merupakan salah satuxpelaksana 

kekuasaan peradilan  bagi  masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata 

usaha Negara.
22

 

Dalam praktik peradilan, setiap kompetensi peradilan dapat ditentukan 

melalui teori residu yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan 

khusus, denganxsendirinya termasuk lingkupxkompetensi peradilan umum. 

Masing-masingxbadan peradilanxyang berada dixbawah Mahkamah 

Agungxmempunyai kewenangan mengadilixsendiri-sendiri, yaitu: 

1. Peradilan Umum  berwenang  memeriksa,  mengadili, dan memutus 

perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.
23

 

2. PeradilanxAgama berwenang memeriksa, mengadili,xmemutus, dan 

menyelesaikanxperkara antara orang-orangxyang beragamaxIslam 

sesuai denganxketentuan peraturan perundang-xundangan.
24

 

                                                           
21

RidwanxHR, 2013, HukumxAdministrasi Negara. PT RajaxGrafindo Persada,xJakarta, hlm 108-

109  
22

 Ismailx Rumadan, 2012, ProblematikanxEksekusi Putusan Pengadilanx Tata Usaha 

Negara, JurnalxHukum dan Peradilan,xVolume 1, Nomorx3, hlm. 436 
23

 Pasalx25 ayat (2) Undang-UndangxNomor 48 Tahunx2009 tentang KekuasaanxKehakiman. 
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3. Peradilan Militer  berwenang memeriksa,  mengadili,  dan memutus 

perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.
25

 

4. PeradilanxTata   Usaha   Negaraxberwenang   memeriksa, mengadili, 

memutus,xdan menyelesaikan sengketax tata usaha negaraxsesuai   

dengan   ketentuanxperaturan   perundang- undangan.
26

 

 Menurut Suryono Sutarto dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini 

ada dua macam kompetensi yaitu :  

1. Kompetensixabsolute, yaitu kompetensixyang berdasarkan peraturan 

hukum mengenai pembagianxkekuasaan mengadili padaxsatu lingkungan 

peradilanxdengan lingkungan peradilanxlainnya. 

2. Kompetensi relatifx yaitu kompetensi yangx berkaitan dengan 

pembagianxwilayah  kekuasaan  mengadilixantara  peradilan yangxsatu 

dengan peradilanxyang lain dalamxsatu lingkungan peradilan. 

Kompentensixabsolut Pengadilan Negerixdiatur dalam Pasalx134 HIR jo. 

Pasalx160 RBg danxmengenai kewenangannya dapatxdiajukan setiap 

saatxselama perkara masihxberjalan. Eksepsi kompetensi diperiksaxdan diputus 

olehxHakim sebelum memeriksaxpokok perkarax(videxPasal 136 HIR), 

yangxdituangkan oleh Hakimxdalam Putusan Selax(interlocutory) atau 

dituangkanxdalam PutusanxAkhir (eindxvonnis, finalxjudgement). Bahkan 

Hakimxyang memeriksa perkaraxitupun karena jabatannyaxwajib menyatakan 

bahwaxtidak berwenang mengadilinyaxwalaupun tidak adaxtangkisan 

(eksepsi/exception)x dari tergugat. 

                                                                                                                                                               
24

 Pasalx25 ayat (3)xIbid. 
25

 Pasalx25 ayatx(4) Ibid. 
26

 Pasalx25 ayat (5)xIbid. 
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Menurutx Pasal 1 butirx4 Undang- Undang Nomorx5 Tahun 1986xjo 

Undang- UndangxNomor 9 Tahunx2004 jo Undang- Undang Nomorx51 Tahun 

2009, sengketaxTUN adalah sengketaxyang timbul dalamxbidangxtata usaha 

negaraxantara orang atauxbadan hukum perdataxdengan Badan/ PejabatxTUN, 

baik pusatxmaupun daerah sebagaixakibat dikeluarkannya suatuxKTUN untuk 

menilaixdan menentukan apakahxsuatu ketetapanxyang dikeluarkan olehxBadan 

atau PejabatxAdministrasi itu bertentanganxdengan hukum atau tidak. 

 Penjelasanxteori kewenangan dixatas merupakan teorixyang digunakan  

olehxPenulis dalam  menganalisisx permasalahan  titik singgungxkewenangan 

absolut antaraxPeradilan Tata UsahaxNegara dengan PeradilanxUmum dalam 

objekxsengketa Tata UsahaxNegara Surat PenetapanxPemenang lelang 

danxmenjadixobjek sengketa perdatax(PadaxPutusan PengadilanxTata Usaha 

NegaraxPekanbaru denganxNomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr). 

F.  KerangkaxKonseptual 

  Konsep berasalxdari bahasa latinxConceptus yang memilikixarti sebagai 

kegiatanxatau proses berpikir, dayaxberpikir khususnya penalaran 

danxpertimbangan. Konsep adalahxsalah satu bagianxterpenting dari teori. 

Konsepsxdiartikan sebagai kataxyang menyatukan abstraksixyang 

digeneralisasikan  darixhal-hal  yang  khususxyang  disebut  defenisi 

operasional.
27

 Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi 

mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan jumlah 

karakteristik kejadian kelompok atau individu tertentu.
28

 

  Untukxmenghindari perbedaan pengertianxmengenai suatu konsep, 

makaxberikut ini adalah defenisi operasional dari istilah-istilah: 

                                                           
27

 SamadixSurbayabrata, 1998, MetodolagixPenelitian, Raja GrafindoxPersada, Jakarta,xhlm 3. 
28

 Burhan Ashshofa,x1996, Metodologi PenelitianxHukum, Rineka Cipta,xJakarta, hlm 19. 
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1) Badanx atau Pejabat Tatax Usaha Negara adalahx badan atau pejabat 

yangxmelaksanakan urusan pemerintahanxberdasarkan peraturan 

perundang- undanganxyang berlaku. 

2) TataxUsaha Negara adalahxadministrasi negara yangxmelaksanakan 

fungsi untukxmenyelenggarakan urusan pemerintahanxbaik di pusat 

maupunxdi daerah.  

3) KeputusanxTata Usaha Negaraxadalah suatu penetapanxtertulis 

yangxdikeluarkan oleh badanxatau pejabat tataxusaha negara yang 

berisixtindakan hukum tataxusaha negara yangxberdasarkan peraturan 

perundang- undanganxyang berlaku, yangxbersifat konkret, individual, 

danxfinal, yang menimbulkanxakibat hukum bagixseseorang atau 

badanxhukum perdata. 

4) Sengketa Tatax Usaha Negara adalahx sengketa yang timbulx dalam 

bidang tatax usaha negara antarax orang atau badanx hukum perdata 

dengan badanxatau pejabat tataxusaha negara, baikxdixpusat maupun 

dixdaerah, sebagai akibatxdikeluarkannya keputusan tataxusaha negara, 

termasukxsengketa kepegawaian berdasarkanxperaturan perundang- 

undanganxyang berlaku. 

5) Gugatanx adalah permohonan yangx berisi tuntutan 

terhadapx badanxatau pejabat tataxusaha negara danxdiajukan ke 

pengadilanxuntuk mendapatkanxputusan. 

6) Tergugatxadalah  badan  atauxpejabat  tata  usahaxnegara  yang 

mengeluarkanxkeputusan berdasarkan wewenangxyang ada padanya 
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atauxyang dilimpahkan kepadanyaxyang digugat olehxorang atau 

badanxhukum perdata. 

7) Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan negara  yang  merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. 

8) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

9) Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang 

berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

10) Pengadilan adalah  pengadilan  negeri dan  pengadilan  tinggi di 

lingkungan peradilan umum. 

11) Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat 

dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang undang. 

12) Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  selanjutnya disebut  sebagai 

pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh 

kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang 
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prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya 

seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 

13) Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan 

layanan jasa konstruksi.
29

 

14) Pengguna Barang/Jasa   adalah   pejabat pemegang   kewenangan 

penggunaan barang dan/atau jasa milik negara/ daerah dimasing- masing 

K/L/D/I.
30

 

15) PenggunaxAnggaran  atau  disebutxPA  adalah  pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran Kementrian/ Lembaga/ Satuan 

KerjaxPerangkat Daerah atauxPejabat yang disamakanxpada Institusi 

PenggunaxAPBN/APBD.
31 

16) KuasaxPengguna Anggaran selanjutnyaxdisebut KPA adalahxpejabat 

yang ditetapkanxoleh PA untukxmenggunakan APBN atauxditetapkan oleh 

Kepala Daerah untuk menggunakan
32

. 

17) PejabatxPembuat Komitmen selanjutnyaxdisebut PPK adalahxpejabat 

yang bertanggungjawabxatas pelaksanaan pengadaanxbarang/jasa
33

. 

18) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 

organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang 

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen 

dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. 

                                                           
29

RepublikxIndonesia, Undang-UndangxNomor 2 Tahunx2017 tentang JasaxKonstruksi. 
30

 RepublikxIndonesia,  Peraturan  PresidenxNomor  16  Tahunx2018  tentangxPengadaan 

 Barang/Jasa Pemerintah. 
31

 Ibid 
31

 Ibid 
32

 Ibid. 
33
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19) Pejabat Pengadaan    adalah    personil yang    ditunjuk    untuk 

melaksanakan pengadaan langsung, penunjukkan langsung dan e- 

purchasing. 

20) PenyediaxJasa adalah Pemberixlayanan jasaxkonstruksi
34

. 

21) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa lainnya
35

. 

22) Kontrak Pengadaanx Barang/Jasa yang selanjutnyax disebut kontrak 

adalahxperjanjian tertulis antaraxPPK dengan penyediaxbarang/jasa atau 

pelaksanaxswakelola. 

23) KeputusanxAdministrasi Pemerintahan yangxjuga disebutxKeputusan Tata  

UsahaxNegara  atau  KeputusanxAdministrasi  Negara  yang selanjutnya 

disebutxKeputusan adalah Ketetapanxtertulis yang dikeluarkanxoleh 

Badan dan/atauxPejabat Pemerintahan dalam 

PenyelenggaraanxPemerintahan.
36

 

24) Upaya Administrasi  adalah  proses penyelesaian  sengketa  yang 

dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat 

dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
37

 

25) Asas-asas Umum   Pemerintahan   yang Baik   yang   selanjutnya disingkat 

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan 

                                                           
34

 RepublikxIndonesia, Undang-UndangxNomor 2 Tahun 2017 tentangxJasa Konstruksi. 
35

 RepublikxIndonesia,  Peraturan  PresidenxNomor  54  Tahunx2010  tentangxPengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 
36

RepublikxIndonesia,Undang-UndangxNomor30 Tahunx2014 tentang 

AdministrasixPemerintahan 
37
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wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam  mengeluarkan  Keputusan  

dan/ atau Tindakan  dalam penyelenggaraan pemerintahan.
38

 

G.  MetodexPenelitian 

Metode yangxdigunakan Penulis dalamxpenelitian ini sebagaixberikut: 

1) BentukxPenelitian 

 Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum 

normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang 

dihadapi
39

. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Undang- Undang (statute approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang dihadapi.
40

 

2) JenisxData 

Jenisxdata yang digunakanxadalah data sekunder, yaituxdata yang 

diperolehxlangsung melalui penelusuranxkepustakaan atau data 

/xdokumenxresmi seperti buku-bukuxtentang kewenaangan Peradilan 

TataxUsaha Negara, bukuxtentang objek TataxUsaha Negara, buku 

tentangxjasa konstruksi, peraturanxperundang-undangan tentangxjasa 

konstruksi, peraturanxtentang pengadaan barang/jasa, peraturanxtentang 

administrasi pemerintahanxserta putusan pengadilan. Halxini penting 

dilakukanxPenulis mengkaji lebihxmendalam tentang kewenangan 

pengadilanxdalam memeriksa danxmemutus objek sengketaxTata Usaha 

NegaraxSurat Penetapan PemenangxLelang (Pada Putusan PengadilanxTata 

                                                           
38

 Ibid. 
39

 PeterxMahmud Marzuki, 2010, PenelitianxHukum, Kencana, Jakarta,xhlm.35. 
40

 Ibid. hlm. 93 



UNIVERSITAS BUNG HATTA

24 
 

 
 

Usaha NegaraxPekanbaru dengan Nomor: 41/G/2014/PTUN-Pbr) 

kemudianxmenganalisis melalui peraturan perundang- undanganxyang terkait. 

3) SumberxData 

Padaxdata sekunder terbagix3 (tiga), yaitu: 

a) Bahanxhukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber hukum yangxmenjadi pengikat atauxlandasan hukum 

mulaixdari Undang- Undang yang lebihxtinggi seperti:  

1) Undang- Undang Dasar RepublikxIndonesia 1945 

2) Undang- Undang Nomorx48 Tahun 2009 tentangxKekuasaan 

Kehakiman 

3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

4) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 

5) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi, 

6) KitabxUndang- Undang Hukum Perdata, peraturan pemerintah. 

7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya 

tentang pengadaan barang/ jasa. 

8) PeraturanxPresiden No. 16xTahun 2018 TentangxPengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah. 

9) peraturan perudang-undangan lainnyaxtermasuk putusan 

pengadilan. 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan-bahan 
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referensi seperti buku-buku, jurnal, dan bahan bacaan lainya yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

terhadap sumber hokum primer dan sumber hukum sekunder 

seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia. 

4. InstrumenxPengumpulan Data 

Dalam penelitianxini, Penulis menggunakanxalat pengumpulan data 

sekunder, yaituxmembaca dan mengkajixbuku-buku, jurnal, mediaxcetak 

dan/atauxelektronik yang mengulasxmengenai kewenangan peradilanxtata 

usaha negara, dan kewenangan peradilan umum dalam memeriksa   

sehingga bahanxbacaan tersebut dapatxmenunjang analisis pada 

penelitianxini. 

5. AnalisisxData  

 Setelahxdata diperoleh baikxdata primer maupunxdata sekunder 

 yangxdiolah, selanjutnya dianalisisxsecara kualitatif yangxbersifat yuridis 

 menggunakanxpandangan para pakarxdan PeraturanxPerundang- undangan. 
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